
BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara periode 2013-
2018 maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program
Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah,
Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan
Arah Kebijakan Keuangan Daerah, perlu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 –
2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4720);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan InstansiVertikal di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No 4598);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38  Tahun 2007 tentang

Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah   Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 6  Tahun 2008 tentang

Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -

2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan  Nasional dan Menteri

Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010

tentang Penyelarasan  Rencana Pembangunan  Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor 8

Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana

pembangunan daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013

tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–

2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-

2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 40);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);



24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Baruito Utara

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Utara Tahun 2014 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah  Daerah  adalah Bupati beserta perangkat  daerah  sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana   Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005
sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM
Nasional.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yang
selanjutnya disingkat RKPD  adalah  dokumen  perencanaan
pembangunan  Daerah  Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu)
tahun.



8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh  alokasi anggaran,  atau  kegiatan  masyarakat
yang  dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KABUPATEN BARITO UTARA

Pasal 2

(1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati /
Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai Dokumen
Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

e. BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan

ditindaklanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh

pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH
Diundangkan di Muara  Teweh
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 menyatakan bahwa

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai

penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi

dan arah pembangunan Nasional.

Sedangkan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25

tersebut menetapkan tujuan dari pada sistem perencanaan

pembangunan nasional adalah : (a) mendukung koordinasi antara

pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah; (c) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi dan

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM) sebagaimana

tercantum dalam RPJM Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

dan RPJM Nasional 2010-2014. RPJM Daerah Kabupaten Barito

Utara disusun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terbagi

dalam tahap-tahap  yang dituangkan RKPD I Tahun 2013 – 2014,

RKPD II Tahun 2014 – 2015, RKPD III 2015 – 2016, RKPD IV tahun

2016 – 2017 dan RKPD V Tahun 2017 – 2018.

Periodisasi RPJMD Kabupaten Barito Utara tidak dapat

mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala
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daerah Kabupaten Barito Utara tidak dilaksanakan secara bersamaan

waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Disamping itu, kepala

daerah paling lambat 6 ( Enam ) bulan setelah dilantik menetapkan

RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD.

Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-

masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, RPJMD

memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program

kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan

dan lintas kewilayahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Barito Utara diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan

Kabupaten Barito Utara yang mencerminkan cita-cita kolektif yang

akan dicapai Kabupaten Barito Utara, serta strategi untuk

mencapainya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bila visi telah

dirumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

tersebut. Misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi

pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito

Utara tahun 2013-2018 terdiri dari 3 BAB dan 5 Pasal. Yang

mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan

RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJM Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian

terhadap RPJM Daerah yang telah ada, serta Lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan

daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 –

2018 yang berisi Visi, Misi dan arah pembangunan jangka Menengah

2013 – 2018.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9


